
1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambah an Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata

Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan
Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018;

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIANDANADESASETIAP
JJ1:!.;~AJJ1 KilliUPAT1:!.;N LUMBUK TIMUl< TAHUN ANGGARAN2018

TENTANG

P1:!.;t<ATU.t<ANBUPAT1 LOMBOK TIMU1~

NOMOR3 TAHUN2018

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,

Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
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Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Timur
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

BABI

KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPEMBAGIAN

DAN PENETAPANRINCIANDANADESA SETIAP DESA DI

KABUPATENLOMBOKTIMURTAHUNANGGARAN2018

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 244);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2017 Nomor 10);

Menetapkan
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Pasal3
Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per

kabupaten/kota elibagi jumlah desa sebagaimana telah
ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang
Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2017.

Pasal2
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa eliKabupaten Lombok

Timur Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata

dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula.

BABII

PENETAPANRINCIANDANADESA

Pemerintahan Desa;

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
elisingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.

penyelenggaraunsursebagaiDesaperangkat

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang eliperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten dan eligunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang elibantu
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Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas

wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa
setiap kabupaten

JP = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa nasional

JPM = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa nasional

LW = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa nasional

IKG = rasio IKGkabupaten terhadap total IKGKabupaten
yang memiliki Desa

DDkab = pagu Dana Desa kabupaten
AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah

Desa dalam kabupaten

Pasal5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

W = {(10%* JP) + (50% * JPM) + (15% * LW)+ (25% * IKG)}*
(DDkab- ADkab)

Pasal4
Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
desa.



pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah
ke Rekening Kas Umum Desa.

(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening
Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah
dipenuhi.

(3)Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh
per seratus); dan

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat

puluh per seratus).
(4)Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:
a. peraturan Desa mengenai APBDesakepada bupati; dan

melaluidilakukanDesaDana(1)Penyaluran
Pasal8

BAB III
MEKANISMEDANTAHAPPENYALURANDANADESA

Pasal7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok
Timur ini.

Pasa16
Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati

berdasarkan data dari kementerian yang berwenang
dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang statistik.
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PasallO
(l)Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa.

(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas
penggunaan Dana Desa.

(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal9

(1)Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai
prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(2)Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan bupati.

(3)Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa
mengenai APBDesa.

BABIV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya. kepada bupati paling lambat
minggu pertama bulan Januari.

(5)Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana

Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh
per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua
bulan Juli.
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(2)Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya

(1)Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalarn hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11;

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)
sebagaimana dimaksud; dan/ atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Pasal12

BABVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11
(1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh carnat setempat

menyarnpaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahunan kepada Bupati.

(2)Penyarnpaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:
a. tahap I paling larnbat minggu keempat bulan Juli

tahun anggaran berjalan; dan
b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan

paling larnbat minggu Pertama bulan Januari tahun
anggaran berikutnya

BABV

PENYAMPAIAN LAPORAN DANA DESA



(3)Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar darijumlah Dana Desa yang akan
disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I

tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan
Sisa Dana Desa di RKDtahun anggaran sebelumnya telah

direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa
di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan

Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Desa tahap II.

(6) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang di tunda
dalam hal:

a. dokumen sebagaimana dimaksud di pasal 12 ayat (1)

huruf a telah di terima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(7) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada bab V berlangsung sampai
bulan November tahun berjalan, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di
RKUD.

(8)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud di atas selambat

lambatnya bulan Novembertahun anggaran berjalan dan

agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa
tahun anggaran berikutnya.
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